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Assalamu’alaikum wr. whb.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih
Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban kinerja
Pengadilan = Agama  Prabumulih Tahun 2020,
sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil analisis dan evaluasi secara objektif sebagaimana tertuang
dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil capaian kinerja seluruh
aparatur di Pengadilan Agama Prabumulih berdasarkan target kinerja
yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedepannya kami berharap hasil dari
laporan ini dapat menjadi bahan kajian dan telaah Pengadilan Tinggi
Agama Palembang dalam menetapkan kebijakan di masa yang akan
datang.

Tim penyusunan laporan ini telah mengupayakan secara optimal,
kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan,
oleh karenanya kritik dan saran sangat diharapkan guna perbaikan
penyusunan di tahun-tahun mendatang serta peningkatan kinerja yang
lebih baik di masa mendatang.

Wassalamu’alaikum wr. whb.
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Program dan kegiatan Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun
2020 dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi yang di jabarkan
melalui Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Untuk
mengukur sasaran strategis ditetapkan target sebagai indikator capaian
kinerja. Laporan ini disusun untuk mengungkapkan capaian indikator
kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020. Sesuai dengan hasil
Reviu Pertama Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih 2020-
2024, dimana pencapaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih diukur
dengan 6 (enam) sasaran strategis dan 20 indikator kinerja,

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih
untuk tahun 2020 mencapai 98,64%. Berikut rincian capaian kinerja

Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020.

Sasaran Stategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel

100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
90 % 99 % 99 %
85 % 84 % 84 %

95,75
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Sasaran Stategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

a. Persentase salinan putusan 90 % 100 % 100 %
yang disampaikan tepat
waktu
. Persentase perkara yang 90 % 100 % 100 %
diselesaikan melalui
mediasi 100 % 100 % 100 %
Persentase berkas perkara
yang dimohonkan banding,
kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap dan tepat
waktu 100 % 100 % 100 %
. Persentase putusan yang
menarik perhatian
masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1
hari sejak diputus

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 100

Sasaran Stategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

a. Persentase perkara prodeo 100 % 100 % 100 %
yang diselesaikan
. Persentase perkara 100 % 95,61 % 95,61 %
permoho-nan (voluntair)
identitas hukum

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 97,80
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Sasaran Stategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan

Pengadilan
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase putusan perkara 100 % 100 %
perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 n/a

Sasaran Stategis 5 : Peningkatan Profesionalitas Sumber Daya

Manusia Peradilan

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

a. Persentase pengaduan 100 %
masyarakat yang dapat
ditindaklanjuti
b. Persentase laporan 100 % 100 % 100 %
pengawa-san internal dan
eksternal yang
ditindaklanjuti 95 % 100 % 100 %
c. Persentase pegawai yang
lulus pendidikan dan latihan

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 5 100

Sasaran Stategis 6 : Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan

Aset
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase capaian SKP 95 % 100 % 100 %
pega-wai

. Persentase capaian output 95 % 98,91% 98,91%
be-lanja
Persentase terpenuhinya sa- 90 % 100 % 100 %
rana dan prasarana pelaya-
nan peradilan yang mendu-
kung pelayanan prima

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 6 99.63
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A. Latar Belakang
Pengadilan Agama Prabumulih adalah salah satu lembaga

peradilan tingkat pertama di Provinsi Sumatera Selatan yang berada di
bawah naungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, terbentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2016 tanggal 26
April 2016 dan memulai operasionalnya di Kota Prabumulih pada
tanggal 1 November 2018.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020
merupakan bentuk komitmen nyata dalam pengimplementasian
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana
yang telah diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur
kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis
diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Pengadilan Agama Prabumulih sebagai bagian yang tak
terpisahkan di lingkungan Mahkamah Agung berkewajiban
melaporkan hasil capaian target kinerja yang telah ditetapkan selama
tahun 2020 untuk dievaluasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam

hal ini Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

. Kedudukan, Tugas dan Wewenang
Pengadilan Agama  Prabumulih terbentuk  berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2016 tanggal 26 April 2016.
Kedudukan, tugas, dan wewenang merujuk pada Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya.



1. Kedudukan
Kedudukan Pengadilan Agama Prabumulih diatur dalam

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yaitu:

a. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara tertentu (pasal 2).

b. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama (pasal 3 ayat (1)).

c. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama
berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara
Tertinggi (pasal 3 ayat (2)).

2. Tugas dan Wewenang
a. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
1) perkawinan;
2) waris;
3) wasiat;
4) hibah;
S) wakaf;
0) zakat;
7) infaq;
8) shadaqah; dan
9) ekonomi syari'ah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
b. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
dalam tingkat banding (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)



. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan
mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya (Pasal
51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama).

. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang
hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya,
apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama).

. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal
bulan pada tahun Hijriyah (Pasal 52A Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan
tugas hakim. (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

. Ketua pengadilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah
hukumnya (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

. Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan
terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan
menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).



Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 dan Pasal 13 ayat (1)
dan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara
dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI, maka
penyelenggaraan organisasi yustisial dan non yustisial berada di
bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI.

Dalam menunjang kelancaran roda organisasi yang berada
dibawah Mahkamah Agung RI, maka dikeluarkan Perma No. 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini
mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Prabumulih
terdiri dari :

Ketua

Wakil Ketua

Hakim Tingkat Pertama
Panitera

Sekretaris

Panitera Muda Gugatan
Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Hukum

© ©® N o gk b=

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

—
o

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

[u—y
[u—y

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan

12. Panitera Pengganti

13. Jurusita

14. Jurusita Pengganti



Gambar 1 :Struktur Organisasi Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020
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C. Isu Strategis

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Pengadilan

Agama Prabumulih dihadapkan pada kondisi objektif yang harus

dihadapi dalam rangka peningkatan kinerja yaitu:

1.

Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari lima bulan.
Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Masih terkendala dala upaya mediasi, karena pada umumnya para
pencari keadilan suda tidak mempunyai keinginan untuk
rukun/damai.

Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang layanan peradilan.
Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Masih terdapat pihak yang tidak patuh terhadap putusan
pengadilan sehingga ada pihak yang mengajukan eksekusi.

Profesionalitas Sumber Daya Manusia Peradilan

© Garl Tanggnng Jawab.



Masih kurangnya diklat yang diselenggarakan baik diklat teknis

maupun non teknis diselenggarakan baik dari Mahkamah Agung

maupun oleh Pengadilan Tingkat Banding.

6. Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Pembagian pengelolaan dan tanggung jawab DIPA 01 dan 04
belum diatur secara tegas.

Aplikasi yang sering berubah-ubah dalam jangka waktu yang
singkat sehingga membingungkan para operator.

Pagu anggaran belanja operasional dan non operasional
Pengadilan Agama Prabumulih belum mencukupi.

Kelebihan atau kekurangan belanja pegawai pada akhir tahun
anggaran sering terjadi akibat terjadinya mutasi hakim.
Keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana.
Kurangnya anggaran pengadaan sarana dan prasarana
pendukung tugas dan fungsi pengadilan.

Kurangnya jumlah pegawai sehingga beberapa pegawai rangkap

jabatan.

D. Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama

Prabumulih Tahun 2020 akan diuraikan dengan sistematika

penyajian sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,
dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang
dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian
kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja



Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini;

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa
tahun terakhir;

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional (jika ada);

S5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif
solusi yang telah dilakukan;

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan  ataupun  kegagalan  pencapaian
pernyataan kinerja).

. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian

kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang

yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.
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A. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 adalah dokumen

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020
sampai tahun 2024 dan merupakan penjabaran visi dan dilengkapi
dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Selain visi, Renstra juga
memuat misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi.

1. Visi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Pengadilan Agama
Prabumulih sebagaimana tertuang dalam reviu pertama Rencana

Strategis 2020-2024 adalah :

.

2. Misi

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Misi Pengadilan Agama Prabumulih adalah:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama
Prabumulih.
4, Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama

Prabumulih.

10



3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas,

maka Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan tujuan strategis

tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a)

Tujuan Pertama, Terwujudnya layanan hukum yang tepat waktu,
Transparan, Akuntabel, dan dapat diterima.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan ini adalah
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel.

Tujuan kedua, Terwujudnya efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan ini adalah
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Tujuan ketiga, Terwujudnya akses peradilan yang seluas luasnya
terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan ini adalah
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

Tujuan keempat, Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan ini adalah;
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Tujuan Kelima, Terwujudnya layanan peradilan yang profesional
dan prima.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan ini adalah;
e Peningkatan Profesionalitas Sumber Daya Manusia Peradilan

e Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset.

Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran strategis di atas

diukur dengan beberapa indikator kinerja yaitu:

a.

Sasaran Strategis I: terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan, dan akuntabel, diukur dengan indikator kinerja:
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1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan;

2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

3) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding, kasasi dan peninjauan kembali; dan

4) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan pengadilan.

. Sasaran Strategis II: peningkatan efektivitas pengelolaan

penyelesaian perkara, diukur dengan indikator kinerja:

1) Persentase salinan putusan yang dikirim para pihak tepat
waktu;

2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;

3) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat
waktu; dan

4) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online maksimal satu hari kerja sejak
diputus.

. Sasaran Strategis III: meningkatnya akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan terpinggirkan, diukur dengan indikator

kinerja:

1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;

2) Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum;
dan

. Sasaran Strategis IV: meningkatnya kepatuhan terhadap

putusan pengadilan, diukur dengan indikator kinerja persentase

putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)

. Sasaran Strategis V: peningkatan profesionalitas sumber daya

manusia peradilan, diukur dengan indikator kinerja:

1) Persentase pengaduan masyarakat yang dapat
ditindaklanjuti;

2) Persentase laporan internal dan  eksternal yang
ditindaklanjuti; dan

3) Persentase pegawai yang lulus pendidikan dan latihan
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f. Sasaran Strategis VI: meningkatnya transparansi pengelolaan

SDM, keuangan dan aset, diukur dengan indikator kinerja:

1) Persentase capaian SKP pegawai;

2) Persentase pencapaian output belanja; dan

3) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan

prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima.

5. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dirumuskan dalam rangka mendukung

Pencapaian Indikator Kinerja. Program dan Kegiatan Pengadilan

Agama Prabumulih mengacu pada Program dan Kegiatan yang

telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

» Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

+ Output Kegiatan :

®.
%

Perkara  dilingkungan  Peradilan Agama yang

diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara

Indikator Kinerja :

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum (Banding, Kasasi, PK)

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak
tepat waktu

Persentase putusan yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputus

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas
hukum

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
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e Persentase putusan perkara perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi).

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
» Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi
% Output Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen
Pengadilan
+ Indikator Kinerja :

e Persentase Capaian SKP Pegawai

e Persentase Capaian Output Belanja dalam DIPA

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

» Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung
s Output Kegiatan : Layanan Internal (Overhead)
% Indikator Kinerja : Persentase terpenuhinya sarana

dan prasarana pelayanan peradilan yang mendukung

pelayanan prima

6. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis,

Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan

Visi, misi, dan tujuan mempunyai korelasi dengan sasaran
strategis. Korelasi ini dapat dilihat dari peran visi yang
mencerminkan alasan kuat tentang keberadaan suatu organisasi,
misi yang merupakan pernyataan organisasi mengenai gambaran
seluruh organisasi, sedangkan tujuan merupakan pernyataan yang
berhubungan dengan standar yang ingin dicapai. Ketiga instrumen
ini akan menghasilkan strategi yang akan dijalankan dalam rangka

pencapaiannya yang dituangkan dalam sasaran strategis, program,
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dan kegiatan. Keberhasilan sasaran strategis, program, dan
kegiatan diukur dengan indikator kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan hubungan
antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja,
Program, dan Kegiatan Pengadilan Agama Prabumulih seperti

tergambar dalam bagan di bawah ini :
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Gambar 2 : Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja,
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Gambar 3 : Hubungan antara Program dan Kegiatan

Hubungan FProgram,
kegiatan dan indikator
kKinerja

Program
Peningkatan ] Manai
anajemen Peradilan P g a RIS
'elaksanaan Tug
Agama S
Teknis Lainnya
Mahkamah Agung

Program

Kegiatan
Pembinaan
Administrasi dan
engelolaan Keuangan
Badan Urusan
Administrasi

OQutput Kegiatan:
Perkara dilingkungan Peradilan
gama yang diselesaikan melalui
Pembebasan Biaya perkara
Perkara dilingkungan Peradilan
gama yang diselesaikan melalui
sidang diluar gedung/Sidang
Terpadu

Indikator Kinerja: : .
1. Persentase sisa perkara yang Ll it n ot
diselesaikan - Presentase Capaian SKP
2. Persentase perkara yang S ‘
diselesaikan tepat waktu 2.Presentase Capaian
. Persentase perkara yang tidak e e i
Mengajukan Upaya Hukum
(Banding, Kasasi, PK)
4. Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan
5. Persentase salinan putusan
ang dikirim ke para Pihak tepat
waktu

Kegiatan
Peningkatan
anajemen Peradilan
Agama

Output Kegiatan

Layanan Dukungan
anajemen Pengadilan

6. Persentase putusan yang
menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputus
1. Persentase perkara
ermohonan (voluntair) identitas
hukum
8. Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan

9. Persentase perkara yang
diselesaikan di luar gedung
pengadilan

Program
Peningkatan Sarana
Prasarana Aparal
Mahkamah Agung

Eegiatan

engadaanSaranadan
Prasaranadi
ingkungan Mahkamah
Agung

Output Kegiatan

Layanan Internal
(Overhead)

Indikator Kinerja:
Presentase terpenuhinya
sarana dan prasarana
pelayanan peradilan yang
mendukung pelayanan
prima
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7. Target Kinerja

Berikut Tabel Target Kinerja Tahun 2020-2024 :
Tabel 1 : Target Kinerja 2020 - 2024

No Tujuan Target Sasaran Target (%)
Jangka
Uraian Indikator Mene- Uraian Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
kinerja ngah Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Terwujudnya Persentase 100 Terwujud  Persentase 100 100 100 100 100
layanan sisa perkara nya sisa perkara
hukum yang yang Proses yang
tepat waktu, diselesaikan Peradilan  diselesaikan
Transparan, Persentase 100 yang Persentase 100 100 100 100 100
Akuntabel, perkara Pasti, perkara yang
dan dapat yang Transpa diselesaikan
diterima diselesaikan ran dan tepat waktu
tepat waktu Akuntabel
Persentase 94 Persentase 90 92 94 96 98
perkara perkara yang
yang Tidak Tidak
Mengajuka Mengajukan
n Upaya Upaya
Hukum Hukum
(Banding, (Banding,
Kasasi, PK) Kasasi, PK)
Index 90 Index 85 88 90 92 94
responden responden
pencari pencari
keadilan keadilan
yang puas yang puas
terhadap terhadap
layanan layanan
peradilan peradilan
2 Terwujudnya Persentase 94 Peningkat Persentase 90 92 94 96 98
efektivitas salinan an salinan
pengelolaan putusan efektivitas putusan
penyelesaian yang pengelola  yang
perkara disampaika an disampaikan
n tepat penyelesai tepat waktu
waktu an
Persentase 94 perkara Persentase 90 92 94 96 98
perkara perkara yang
yang diselesaikan
diselesaikan melalui
melalui mediasi
mediasi
Persentase 100 Persentase 100 100 100 100 100
berkas berkas
perkara perkara yang
yang dimohonkan
dimohonka Banding,
n Banding, Kasasi, dan
Kasasi, dan PK yang
PK yang diajukan
diajukan secara
secara lengkap dan

lengkap dan
tepat waktu

tepat waktu
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Terwujudnya
akses
peradilan
yang seluas
luasnya
terutama bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

Terwujudnya
layanan
peradilan
yang
profesional
dan prima

Persentase
putusan
yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah)
yang dapat
diakses
secara
online
dalam
waktu 1
hari sejak
diputus

Persentase
perkara
prodeo yang
diselesaikan

Persentase
perkara
permoho
nan
(voluntair)
identitas
hukum

Persentase
Pencari
Keadilan
golongan
tertentu
yang
mendapat
layanan
bantuan
hukum
(Posbakum)
Persentase
putusan
perkara
perdata
yang
ditindaklanj
uti
(dieksekusi)
Persentase
Pengaduan
masyarakat
yang dapat
ditindaklanj
uti
Pesentase
Laporan
Pengawasan
Internal
dan
Eksternal
yang

100

100

100

82

100

100

100

Meningka
tnya
akses
peradilan
bagi
masyarak
at miskin
dan
terpinggir
kan

Meningka
tnya
kepatu
han
terhadap
putusan
pengadi
lan
Peningkat
an
Profesiona
litas
Sumber
Daya
Manusia
Peradilan

Persentase
putusan
yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah) yang
dapat
diakses
secara online
dalam waktu
1 hari sejak
diputus

Persentase
perkara
prodeo yang
diselesaikan

Persentase
perkara
permohonan
(voluntair)
identitas
hukum

Persentase
Pencari
Keadilan
golongan
tertentu yang
mendapat
layanan
bantuan
hukum
(Posbakum)

Persentase
putusan
perkara
perdata yang
ditindaklanju
ti
(dieksekusi)

Persentase
Pengaduan
masyarakat
yang dapat
ditindaklanju
ti

Pesentase
Laporan
Pengawasan
Internal dan
Eksternal
yang
ditindaklanju

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

100

100

100

100 100
100 100
100 100
82 84
100 100
100 100
100 100
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ditindaklanj
uti

Presentase 98
Pegawai

yang lulus
pendidikan

dan latihan

ti

Presentase 95 97 98 99 100
Pegawai yang

lulus

Pendidikan

dan Latihan

Presentase 97 Transpara

Capaian nsi

SKP Pengelola

Pegawai an SDM,
Keuangan
, dan Aset

Presentase 97

Capaian

Output

Belanja

Presentase 92
terpenuhiny
a sarana
dan
prasarana
pelayanan
peradilan
yang
mendukung
pelayanan
prima

Presentase 95 96 97 97 98
Capaian SKP
Pegawai

Presentase 95 96 97 97 98
Capaian

Output

Belanja

Presentase 90 91 92 98 94
terpenuhinya

sarana dan

prasarana

pelayanan

peradilan

yang

mendukung

pelayanan

prima
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8. Kerangka Pendanaan

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Kegiatan

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Tabel 2 : Kerangka Pendanaan Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama
Keluaran Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
(output) Output
Anggaran
Perkara dilingkungan Kinerja S 10 11 12 13
Peradilan Agama yang Output Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara
diselesaikan melalui Anggaran 1.500 7.000 - = =
Pembebasan Biaya (dalam
perkara ribuan
rupiah)
Layanan Bantuan Kinerja = 250 260 270 280
Hukum dilingkungan Output Orang Orang Orang Orang
Peradilan Agama Anggaran - 25.000 = = =
(dalam
ribuan
rupiah)

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan

Pembinaan
Administrasi
dan
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Urusan
Administrasi

Kegiatan

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana di

Tabel 3 :

Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Keluaran Kinerja
Output 2020 2021 2022 2023 2024
(output)
Anggaran
Layanan Kinerja Output 1 1 1 1 1
Dukungan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan
Manajemen
Satker Anggaran - 5.000 - - -
(dalam ribuan
rupiah)
Layanan Kinerja Output 1 1 1 1 1
Perkantoran Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan
Anggaran 2.816.985 3.126.940 = = =
(dalam ribuan
rupiah)
c¢) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
Tabel 4 : Kerangka Pendanaan Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Keluaran Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
(output) Output
Anggaran
Layanan Kinerja Output - - - - -
Internal Anggaran (dalam = = - - -
(Overhead) ribuan rupiah)
Perangkat Kinerja Output S unit 2 Unit = = 2 Unit

Lingkungan
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Mahkamah Pengolah Data Anggaran (dalam 62.500 25.000 - - 26.000

Agung dan ribuan rupiah)
Komunikasi
Peralatan dan Kinerja Output - - - - 10 unit
Fasilitas
Perkantoran
Anggaran (dalam - - - - 60.000
ribuan rupiah)
Gedung dan Kinerja Output - 1 Unit - - -
Bangunan
Anggaran (dalam - 24.020.000 - - -

ribuan rupiah)

B. Rencana Kerja Tahun 2021
Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama

Prabumulih Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5 : Rencana Kinerja Tahun 2021

Terwujudnya Persentase sisa Peningka  Peningkatan Jumlah IS5 Perkara 0
Proses perkara yang tan Manajemen Perkara yang
Peradilan yang diselesaikan Manaje Peradilan diselesaikan
Pasti, men Agama
Transparan Peradi
dan Akuntabel | b | Persentase perkara 100 lan 450 Perkara 0
yang diselesaikan Agama
tepat waktu
C Persentase perkara 92 Jumlah 414 Perkara 0
yang Tidak Perkara yang
Mengajukan tidak
Upaya Hukum mengajukan
(Banding, Kasasi, upaya
PK) hukum
d Index responden 88 Capaian 88 Persen 0
pencari keadilan Survey
yang puas kepuasan
terhadap layanan layanan
peradilan
Peningkatan a Persentase salinan 92 Peningka  Peningkatan Jumlah 414 Salinan 0
efektivitas putusan yang tan Manajemen salinan putusan
pengelolaan sampaikan tepat Manaje Peradilan putusan
penyelesaian waktu men Agama yang
perkara Peradi disampaikan
lan tepat waktu
Agama
b  Persentase perkara 92 Perkara yang 46 Perkara 0
yang diselesaikan selesai
melalui mediasi dimediasi
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Meningkatnya
akses
peradilan bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

Peningkatan
Profesionalitas
Sumber Daya
Manusia
Peradilan

a

Persentase berkas 100
perkara yang

dimohonkan

Banding, Kasasi,

dan PK yang

diajukan secara

lengkap dan tepat

waktu

Persentase 100
putusan yang

menarik perhatian
masyarakat

(ekonomi syariah)

yang dapat diakses

secara online

dalam waktu 1

hari sejak diputus

Persentase perkara 100
prodeo yang
diselesaikan

Persentase perkara 100
permohonan

(voluntair) identitas

hukum

Persentase Pencari 80
Keadilan golongan

tertentu yang

mendapat layanan
bantuan hukum
(Posbakum)

Persentase 100
putusan perkara

perdata yang
ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Persentase 100
Pengaduan

masyarakat yang

dapat

ditindaklanjuti

Pesentase laporan 100
pengawasan

internal dan

eksternal yang
ditindaklanjuti

Persentase 97
Pegawai yang lulus
Pendidikan dan

Latihan

Peningka
tan
Manaje
men
Peradi
lan
Agama

Peningka
tan
Manaje
men
Peradi
lan
Agama
Dukung
an
manajem
en dan
pelaksan
aan
tugas
tenaga
teknis
lainya

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Pembinaan
administrasi
dan
pengelolaan
keuangan
Badan
Urusan
Administrasi

Berkas
perkara yang
diajukan
lengkap dan
tepat waktu

Putusan
perkara yang
menarik
perhatian
dapat
diakses
secara online
dalam 1 hari
sejak
diputus

Jumlah
Perkara
Prodeo
diselesaikan

Jumlah
perkara
permohonan
(voluntair)
identitas
hukum

Jumlah jam
layanan
bantuan
hukum
(posbakum)

Jumlah
putusan
perkara yang
dieksekusi

Jumlah
Pengaduan

yang
ditindaklan
juti

Jumlah
laporan
pengawasan
yang
ditindaklan
juti

Jumlah
Pegawai
yang lulus
pendidikan
dan latiha

36

10

20

250

Perkara

Putusan

Perkara

Perkara

Orang

Perkara

Pengadu
an

Laporan

Pegawai
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Transparansi a Persentase 96 Dukung Pembinaan Rata-rata 96 Persen 0

Pengelolaan Capaian SKP an administrasi Capaian
SDM, Pegawa manajem dan Nilai SKP
Keuangan, en dan pengelolaan Pegawai
dan Aset pelaksan  keuangan
aan Badan
tugas Urusan
tenaga Administrasi
teknis
lainya
b  Persentase 96 Dukung Pembinaan Rata-rata 96 Persen 27.608.940.000
Capaian Output an administrasi Capaian
Belanja manajem dan Output
en dan pengelolaan Belanja
pelaksan  keuangan
aan Badan
tugas Urusan
tenaga Administrasi
teknis
lainya
c Persentase 91 Peningka Pengadaan Jumlah 1 Layanan
terpenuhinya tan sarana dan Sarana 24.445.,000,000
sarana dan sarana prasarana di Prasarana
prasarana dan Lingkungan pelayanan
pelayanan prasara Mahkamah peradilan
peradilan yang na Agung
mendukung aparatur
pelayanan prima Mahka
mah
Agung

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Pengadilan Agama Prabumulih telah membuat penetapan
kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan,
tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja merupakan tolok ukur
evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Perjanjian

Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2021.

Tabel 6 : Perjanjian Kinerja

1. Terwujudnya proses a. Persentase sisa perkara 100 %
peradilan yang pasti, yang diselesaikan
transparan dan b. Persentase perkara yang 100 %
akuntabel diselesaikan tepat waktu
c. Persentase perkara yang 92 %
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum (Banding, Kasasi,
PK)
d. Index responden pencari 88 %
keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan efektivitas a. Persentase salinan 92 %
pengelolaan putusan yang sampaikan
penyelesaian perkara tepat waktu

b. Persentase perkara yang 92 %

diselesaikan melalui
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mediasi
c. Persentase berkas perkara 100 %
yang dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang
diajukan secara lengkap
dan tepat waktu
d. Persentase putusan yang 100 %
menarik perhatian
masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat
diakses secara online
dalam waktu 1 hari sejak

diputus
Meningkatnya akses a. Persentase perkara prodeo 100 %
peradilan bagi yang diselesaikan
masyarakat miskin dan b. Persentase perkara 100 %
terpinggirkan permohonan (voluntair)
identitas hukum
c. Persentase Pencari 80 %

Keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan
bantuan hukum

(Posbakum)
Meningkatnya Persentase putusan perkara 100 %
kepatuhan terhadap perdata yang ditindaklanjuti
putusan pengadilan (dieksekusi)
Peningkatan a. Persentase Pengaduan 100 %
Profesionalitas Sumber masyarakat yang dapat
Daya Manusia ditindaklanjuti
Peradilan b. Pesentase laporan 100 %

pengawasan internal dan
eksternal yang
ditindaklanjuti
c. Persentase Pegawai yang 97 %
lulus Pendidikan dan
Latihan
Transparansi a. Persentase Capaian SKP 96 %
Pengelolaan SDM, Pegawai
Keuangan, dan Aset b. Persentase Capaian Output 96 %
Belanja
c. Persentase terpenuhinya 91 %
sarana dan prasarana
pelayanan peradilan yang
mendukung pelayanan
prima



Untuk dapat merealisasikan target kinerja tahun 2021 tersebut,
Pengadilan Agama Prabumulih memperoleh alokasi anggaran :
1. Kegiatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 3.131.000.000,-
2. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan BUA Rp. 24.445.000.000,-
3. Pengadaan sarana dan prasarana

Dilingkungan Mahkamah Agung RI Rp. 32.000.000,-
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A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama
Prabumulih Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan
dengan realisasinya. Perbandingan tersebut dapat digambarkan
dengan formula sebagai berikut:

Realisasi

Cﬂpﬂ,i'ﬂ,ﬂ = m x 100 %

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan
Agama Prabumulih Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel sebagai
berikut :

Tabel 7 : Capaian Kinerja Tahun 2020

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
STRATEGIS

Terwujudnya a. Persentase sisa perkara 100 % 100 %

proses yang diselesaikan

peradilan yang  b. Persentase perkara yang 100 % 100 %

pasti, diselesaikan tepat waktu

transparan dan ¢, Persentase perkara yang 90 % 99 %
akuntabel tidak mengajukan upaya
hukum (Banding,
Kasasi, PK)
d. Index responden pencari 85 % 84 % 84 %

keadilan yang puas

terhadap layanan

peradilan
Peningkatan a. Persentase salinan 90 % 100 %
efektivitas putusan yang
pengelolaan sampaikan tepat waktu
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penyelesaian b. Persentase perkara yang 90 % 100 % 100 %
perkara diselesaikan melalui
mediasi
c. Persentase berkas 100 % 100 % 100 %
perkara yang
dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang
diajukan secara lengkap
dan tepat waktu
d. Persentase putusan 100 % 100 % 100 %
yang menarik perhatian
masyarakat) yang dapat
diakses secara online
dalam waktu 1 hari

sejak diputus

3. Meningkatnya a. Persentase perkara 100 % 100 % 100 %
akses peradilan prodeo yang
bagi diselesaikan
masyarakat b. Persentase perkara 100 % 95,61 % 95,61%
miskin dan permohonan (voluntair)
terpinggirkan identitas hukum

4. Meningkatnya Persentase putusan perkara 100 % n/a n/a
kepatuhan perdata yang ditindaklanjuti
terhadap (dieksekusi)
putusan
pengadilan

5. Peningkatan a. Persentase Pengaduan 100 % n/a n/a
Profesionalitas masyarakat yang dapat
Sumber Daya ditindaklanjuti
Manusia b. Persentase laporan 95 % 100 % 100 %
Peradilan pengawasan internal

dan eksternal yang
ditindaklanjuti
c. Persentase Pegawai yang 95 % 100 % 100 %
lulus Pendidikan dan
Latihan
6. Transparansi a. Persentase Capaian SKP 95 % 100 % 100 %

Pengelolaan Pegawai
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SDM, b. Persentase Capaian 95 % 98,91 % 98,91 %

Keuangan, dan Output Belanja

Aset c. Persentase terpenuhinya 90 % 100 % 100 %
sarana dan prasarana
pelayanan peradilan
yang mendukung

pelayanan prima

Rata- rata capaian 98,64 %

Berdasarkan tabel di atas, dari 17 indikator kinerja, terdapat 13
indikator yang berhasil dicapai (warna hijau), 2 indikator yang gagal
dicapai (warna kuning) dan 2 indikator yang tidak dapat diukur

(warna abu-abu).

2. Analisis Capaian Kinerja
a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan Yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan
Mahkamah Agung RI dalam memberikan peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari lima indikator,

sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 : Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2020

100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
90 % 99 % 99 %
85 % 84 % 84 %

95,75

Berikut analisis capaian masing-masing indikator :
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1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama
Prabumulih, cara perhitungan dalam mengukur realisasi
persentase sisa perkara yang diselesaikan di tahun 2020 adalah
dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara yang
diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut:

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan
x 100%

Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan

Catatan:
Sisa perkara = Sisa perkara tahun sebelumnya

Pada akhir tahun 2019 terdapat sisa perkara sebanyak 18
perkara. Sehingga berdasarkan formula di atas, capaian pada

indikator ini sebagai berikut:

Tabel 9 : Capaian Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

100% ﬁ +100% = 100 % 100%

Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara
yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan

sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama
Prabumulih, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase
perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah dengan cara
membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan
dengan jumlah perkara yang ada. Rumus tersebut digambarkan

sebagai berikut:
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Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan

100%
Jumlah Perkara yang ada * ¥

Catatan:

e Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara
yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang
masuk).

e Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun
berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

e Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan

tahun berjalan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan
Pengadilan, penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama
paling lambat dalam waktu 4 (empat) bulan.

Dari total 793 perkara yang putus pada tahun 2020, yang
diselesaikan tepat waktu berjumlah 784 perkara sedangkan yang
tidak diselesaikan tepat waktu O perkara.

Berdasarkan formulasi dan data di atas, dapat dihitung
realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat

waktu sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10 : Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

100% — x100% = 100 % 100 %

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari

target 100% perkara yang diselesaikan tepat waktu yang berhasil
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direalisasikan sejumlah 100%, dengan demikian telah tercapai

target yang ditetapkan.

3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding, Kasasi dan PK
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama
Prabumulih, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah dengan cara
membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum dengan jumlah putusan perkara. Rumus tersebut

digambarkan sebagai berikut:

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Eukum
Jumlah Putusan Perkara

% 10004

Catatan:
e Upaya hukum = banding, kasasi dan PK
e Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum,

maka semakin puas atas putusan pengadilan

Jumlah perkara yang diputus tahun 2020 berjumlah 784
perkara. Dari jumlah tersebut, tidak ada yang mengajukan upaya
hukum. Sehingga capaian tahun 2020 tidak dapat diukur.

Berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung realisasi dan
capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 11 : Capaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

84

90% ﬁ x 100% = 100% 100%
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4. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap
Layanan Peradilan

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama
Prabumulih, cara perhitungan dalam mengukur capaian Index
responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
adalah dengan cara melakukan survei yang sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan
Publik.

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020, indeks responden para
pencari keadilana yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama
Prabumulih adalah sebesar 84,00 atau mutu pelayanan B (Baik).
Berikut tabel nilai rata-rata unsur pelayanan Pengadilan Agama

Prabumulih berdasarkan hasil survei:

Tabel 12 : Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan Berdasarkan Hasil Survei 2020

Nilai Unsur

No. Unsur Pelayanan Pelayanan
1 Kecepatan pelayanan 3,47
2 Daya Tanggap 3,78
Rata-rata Tertimbang 3,35
Nilai Interval Konversi (IKM) 84,00
Kinerja Unit Pelayanan Baik

Berdasarkan data di atas, dapat dihitung realisasi dan
capaian index responden Pencari Keadilan yang puas terhadap
layanan Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana dalam tabel di

bawah ini:
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Tabel 13 : Capaian Indikator Index Responden Pencari Keadilan yang Puas

Terhadap Layanan Peradilan

85% 84 % 84%

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari
target Index responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan Pengadilan Agama Prabumulih sebesar 85%, nilai yang
berhasil direalisasikan sebesar 84% sehingga capaian kinerja

indikator ini mencapai 84%.

. Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan
Agama Prabumulih dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara. Terdapat dua indikator kinerja yang
ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pada sasaran ini.
Keseluruhan indikator tersebut merupakan bagian dari Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Agama Prabumulih. Berikut indikator

kinerja beserta capaiannya di tahun 2020:

Tabel 14 : Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2020

90 % 100 % 100 %
90 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
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100

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian
Pengadilan Agama Prabumulih pada sasaran strategis II mencapai

100% dan berikut analisis capaian masing-masing indikator:

1. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan Tepat Waktu

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama
Prabumulih, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase
salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah dengan cara
membandingkan jumlah salinan putusan yang telah disampaikan
dengan jumlah putusan. Rumus tersebut digambarkan sebagai
berikut:

Jumlah salinan putusan yang disampaikan
Jumlah Putusan

= 10004

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salian dan Petikan
Putusan, salinan putusan sudah harus disampaikan dalam waktu
14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dari total 784 perkara yang putus pada tahun 2020, salinan
putusannya disampaikan tepat waktu. Berdasarkan formula di

atas, capaian pada indikator ini sebagai berikut:

Tabel 15 : Capaian Kinerja Salinan Putusan yang Disampaikan Tepat Waktu

100% — x 100% = 100 % 100%
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Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari
target 100% salinan putusan yang dikirim ke para Pihak tepat
waktu yang berhasil direalisasikan sejumlah 100% sehingga

capaian kinerja indikator ini mencapai 100%.

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama
Prabumulih, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase
perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah dengan cara
membandingkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi dengan
jumlah perkara mediasi. Rumus tersebut digambarkan sebagai

berikut:

Jumlah perkara yang berhasil mediasi

x 1009
Jumlah Perkara mediasi ‘

Rekapitulasi laporan mediasi Pengadilan Agama Prabumulih

Tahun 2020 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 16 : Rekapitulasi Perkara Mediasi Tahun 2020

MASIH
JUMLAH PERKARA TIDAK
BERHASIL | GAGAL DALAM
YANG DIMEDIASI BERHASIL PROSES
84 78 5 1 0

Berdasarkan formula dan data di atas, capaian pada

indikator ini sebagai berikut:

Tabel 17 : Capaian Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

84

90% x 100% = 100% 100%

84
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Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari
target 90% persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
yang berhasil direalisasikan sejumlah 100% sehingga capaian

kinerja indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan.

3. Persentase Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan
PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama
Prabumulih, cara perhitungan dalam mengukur capaian Persentase
berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah dengan cara
membandingkan jumlah perkara yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu dengan jumlah perkara yang melakukan upaya
hukum. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut:

Jumlah perkara yang lengkap dan tepat waktu
® 100%

Jumlah Perkara melakukan upaya hukum

Berdasarkan Surat Keputusan KMA Nomor
26/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan,
Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas banding (Berkas A
dan B) ke Pengadilan Tinggi Agama dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak permohonan banding diajukan.

Pada tahun 2020 terdapat 1 perkara yang melakukan upaya
hukum Kasasi. Berdasarkan formula di atas, capaian pada

indikator ini sebagai berikut :

Tabel 18 : Capaian Kinerja Perkara Yang Melakukan Upaya Hukum

100% x 100% = 100% 100%
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4. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat
Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Satu Hari
Kerja Sejak Diputus

Perkara ekonomi syariah diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama

Prabumulih, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase

putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online maksimal satu hari kerja sejak diputus adalah
dengan cara membandingkan jumlah amar putusan perkara
ekonomi syariah yang diupload dalam website dengan jumlah

putusan perkara. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut:

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah
yang diupload dalam website

Jumlah Putusan Perkara

x 1000

Pada tahun 2020, semua putusan telah di upload ke
Direktori Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan formula di atas,

capaian pada indikator ini sebagai berikut :

Tabel 19 : Capaian Kinerja Perkara Ekonomi Syariah

100% = x 100% = 100 % 100%

T84
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C.

Sasaran Stratergis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan
terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan
Agama Prabumulih berusaha keras untuk memberikan pelayanan
yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui
program yang telah dianggarkan oleh Mahkamah Agung RI. Untuk
dapat mengukur keberhasilan program tersebut dapat diketahui

dengan pencapaian indikator-indikator di bawah ini:

Tabel 20 : Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2020

100 % 100 % 100 %
100 % 95,61 % 95,61 %
97,80

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian
Pengadilan Agama Prabumulih pada sasaran strategis 3 mencapai

97,80 % dan berikut analisis capaian masing-masing indikator:

1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Pemberian layanan pembebasan biaya/prodeo berpedoman
pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan.

Indikator ini bertujuan mengukur kinerja Pengadilan Agama
Prabumulih dalam menyelesaikan perkara prodeo yang masuk.
Cara pengukuran indikator ini adalah dengan membandingkan
jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara
prodeo yang seharusnya diselesaikan. Rumus tersebut

digambarkan sebagai berikut:
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Jumlah perkara prodeo yang selesai

x 10094
Jumlah Perkara prodeo yang seharusnya diselesaikan ‘

Perkara prodeo yang dapat diselesaikan pada tahun 2020
sebanyak 4 perkara dari target yang seharusnya diselesaikan
sebanyak 4 perkara. Sehingga berdasarkan formula diatas, capaian

pada indikator ini sebagai berikut :

Tabel 21 : Capaian Kinerja Perkara Prodeo yang Diselesaikan

100%

x 100% = 100% 100%

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari
target 100% persentase perkara prodeo yang diselesaikan sejumlah

100% sehingga capaian kinerja indikator ini telah tercapai.

2. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Pelaksanaan pelayanan perkara permohonan indentitas
hukum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka
Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran dan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah
dalam Pelayanan Terpadu.

Indikator ini bertujuan mengukur kinerja Pengadilan Agama
Prabumulih dalam menyelesaikan perkara permohonan (voluntair
identitas hukum. Cara pengukuran indikator ini adalah dengan
membandingkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan
jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan. Rumus tersebut

digambarkan sebagai berikut:
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umlah perkara vang dapat diselesaikan
J b yane aap x 10004

Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan

Perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang dapat
diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 443 perkara dari target
yang seharusnya diselesaikan sebanyak 464 perkara. Sehingga
berdasarkan formula diatas, capaian pada indikator ini sebagai

berikut :

Tabel 23 : Capaian Kinerja Perekara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

443

100% x 100% = 95,61% 95,61%

464

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari
target 100% persentase perkara permohonan (voluntair) identitas

hukum yang dapat diselesaikan 95,61%.

. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan
Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari
jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Untuk
dapat mengukur capaian tersebut dapat diketahui dengan

indikator-indikator di bawah ini:

Tabel 25 : Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2020

100 % 100 % n/a

n/a
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Indikator ini bertujuan mengukur kinerja Pengadilan Agama
Prabumulih dalam menyelesaikan putusan perkara yang
ditindaklanjuti (eksekusi). Cara pengukuran indikator ini adalah
dengan membandingkan jumlah perkara eksekusi yang dapat
ditindaklanjuti dengan jumlah perkara yang masuk. Rumus

tersebut digambarkan sebagai berikut:

Jumlah perkara eksekusi yang dapat ditindaklanjuti
x 1009

Jumlah Perkara masuk

Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi pada tahun
2020 sebanyak O perkara. Sehingga berdasarkan formula diatas,

tidak dapat diketahui capaian pada indikator ini :

Tabel 26 : Capaian Kinerja Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti
(Eksekusi)

100% 0 n/a

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari
target 100% persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (eksekusi) sebanyak O sehingga capaian kinerja

indikator ini tidak diketahui.
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€.

Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Profesionalisme Sumber
Daya Manusia Peradilan

Keberadaan sumber daya manusia sangat menentukan
maju tidaknya sebuah organisasi, khusus dilingkungan Pengadilan
Agama Prabumulih sumberdaya manusia sangat memerlukan
pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam upaya
meningkatkan kinerja agar dapat memberikan konstribusi bagi
pencapaian program dan perwujudan visi dan misi pengadilan.

Dalam rangka peningkatan profesionalitas Sumber Daya
Manusia di Pengadilan Agama Prabumulih dapat ditempuh melalui
beberapa cara diantaranya melalui peningkatan disiplin pegawai,
pengawasan dan pembinaan aparatur pengadilan, penanganan
pengaduan, dan peningkatan sumber daya manusia melalui
pendidikan dan pelatihan.

Untuk mengukur peningkatan profesionalitas Sumber Daya
Manusia Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020 ditetapkan

kedalam indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 27 : Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2020

100 % n/a n/a

100 % 100 % 100 %

95 % 100 % 100 %
100

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian
Pengadilan Agama Prabumulih pada sasaran strategis ini mencapai

100% dan berikut analisis capaian masing-masing indikator:
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Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Dapat
Ditindaklanjuti

Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang
meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran,
konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, Pelaporan, tindak
lanjut, dan pengarsipan.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang Berada Dibawahnya, Pengadilan Tingkat Pertama wajib
meneruskan Pengaduan tersebut kepada Mahkamah Agung atau
Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari sejak Pengaduan diterima.

Indikator ini bertujuan mengukur kinerja Pengadilan Agama
Prabumulih dalam menyelesaikan pengaduan yang masuk. Cara
pengukuran indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah
pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan

yang masuk. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut:

Jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

x 10094
Jumlah Pengaduan ‘

Berdasarkan Register Pengaduan Pengadilan Agama
Prabumulih tidak ada pengaduan masyarakat maupun dari
instansi internal maupun eksternal yang masuk selama tahun 2020
meskipun telah tersedia media untuk layanan pengaduan seperti
aplikasi SIWAS MARI pada website Mahkamah Agung RI, layanan
pesan singkat (sms), e-mail Pengadilan, meja pengaduan, kotak
pengaduan dan lain sebagainya. Sehingga berdasarkan formula di

atas capaian pada indikator ini sebagai berikut :
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Tabel 28 : Capaian Kinerja Pengaduan Masyarakat Yang Dapat Ditindaklanjuti

98% n/a n/a

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa
capaian kinerja indikator ini tidak dapat diukur. Sama halnya

dengan 5 tahun terakhir.

Persentase Laporan Pengawasan Internal dan Eksternal Yang
Ditindaklanjuti
Indikator ini bertujuan mengukur kinerja Pengadilan Agama
Prabumulih dalam menyelesaikan laporan internal dan eksternal
yang ditindaklanjuti. Cara pengukuran indikator ini adalah dengan
membandingkan jumlah laporan hasil pengawasan yang
diselesaikan tepat waktu dengan jumlah pengawasan reguler dan

insidentil. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut:

Jumlah laporan internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti

x 100%
Jumlah Pengawasan ’

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA / 080 / SK / VIII / 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan,
selambat-lambatnya 14 hari setelah pemeriksaan berakhir, ketua
tim sudah harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP)
kepada pejabat yang memberi perintah. Sepanjang tahun 2020
terdapat 4 pengawasan yaitu 2 pengawasan yang dilakukan oleh
Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Prabumulih (internal)

dan 2 pengawasan dari Tinggi Agama Gorontalo (eksternal).
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Dari 4 pengawasan tersebut, laporan hasil pemeriksaannya

berhasil diserahkan tepat waktu. Rincian lebih lengkap tentang

pelaksanaan pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 29 : Daftar Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Reguler

1. Eksternal

28 s.d 30 April 2020

Telah Ditindaklanjuti

2. Internal

8 s.d 10 Juli 2020

Telah Ditindaklanjuti

3. Internal

28 s.d 29 Oktober 2020

Telah Ditindaklanjuti

4. Eksternal

4 s.d 6 Desember 2020

Telah Ditindaklanjuti

Berdasarkan data dan formula di

indikator ini sebagai berikut :

atas, capaian pada

Tabel 30 : Capaian Kinerja Laporan Pengawasan Internal da Eksternal Yang

Ditindaklanjuti

100%

A
T X 100% = 100%

100%

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari

target 100% persentase laporan pengawasan internal dan eksternal

keseseluruhannya dapat terealisasi yaitu 100%.

Persentase Pegawai Yang Lulus Pendidikan Dan Pelatihan

Indikator ini bertujuan mengukur kinerja Pengadilan Agama

Prabumulih dalam menyelesaikan pegawai yang lulus pendidikan

dan pelatihan. Cara pengukuran indikator ini adalah dengan

membandingkan jumlah pegawai

yang lulus pendidikan dan

pelatihan dengan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut:
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Jumlah pzgawai yang lulus pendidikan dan pelatihan

x 1009
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ‘

Selama tahun 2020 Pengadilan Agama Prabumulih
mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam hal kegiatan pedidikan
dan latihan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas
SDM teknis yudisial dan non yudisial. Pelaksanaan diklat
dimaksud untuk memenuhi permintaan peserta dari peyelenggara
baik dari Pengadilan Agama Prabumulih, Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI maupun dari
Instansi terkait. Adapun realisasi kegiatan pendidikan dan latihan

tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31 : Capaian Kinerja Pegawai yang Lulus Pendidikan dan Pelatihan

Suryadi, S.Ag., MH Diklat Pusdiklat MA RI 1 Maret 2020 Lulus
Kepemimpinan

Maharani, S.Kom Diklat Pusdiklat MA RI 1 September Lulus
Sertifikasi 2020
Bendahara

Berdasarkan data dan formula di atas, capaian pada

indikator ini sebagai berikut :

Tabel 32 : Capaian Kinerja Pegawai yang Lulus Pendidikan dan Pelatihan

EY

95% = x100% = 100% 100%

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari
target 95% persentase pegawai yang lulus pendidikan dan pelatihan

terealisasi 100%, sehingga capaian pada indikator ini adalah 100%.
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f. Sasaran Strategis 6 : Transparansi Pengelolaan SDM,
Keuangan dan Aset
Sasaran stategis ini bertujuan untuk mengukur kinerja
Pengadilan Agama Prabumulih dalam meningkatkan transparansi
pengelolaan SDM, keuangan, dan aset yang diukur melalui tiga
indikator Berikut indikator kinerja beserta capaiannya di tahun

2020:

Tabel 33 : Capaian Kinerja Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

95 % 100 % 100 %

95 % 98,91% 98,91%

90 % 100 % 100 %
99.63

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian
Pengadilan Agama Prabumulih pada sasaran strategis ini mencapai

121,66% dan berikut analisis capaian masing-masing indikator:

1. Persentase Capaian SKP Pegawai

Indikator ini bertujuan mengukur kinerja Pengadilan Agama
Prabumulih dalam meningkatkan capaian kinerja pegawai. Cara
pengukuran indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah
pegawai yang mempunyai nilai prestasi kerja sangat baik dan baik
dengan jumlah pegawai. Rumus tersebut digambarkan sebagai

berikut:

Jumlah pegawai yang mempunyai nilai
prestasi kerja sangat baik dan baik

100
Jumlah pegawai * %
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Jumlah pegawai yang mempunyai nilai prestasi kerja sangat
baik dan baik di tahun 2020 berjumlah 18 orang. Berikut rincian

nilai prestasi kerja pegawai di Pengadilan Agama Prabumulih :

Tabel 34 : Daftar Nilai Prestasi Prestasi Kerja PNS Tahun 2020

1. | Sangat baik dan baik 20
9 Cukup, kurang dan )
" | buruk
Jumlah 20

Berdasarkan data dan formula di atas, capaian pada

indikator ini sebagai berikut :

Tabel 35 : Capaian Kinerja SKP

20
x 100% = 100% 100%

95%
20

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari
target 95% peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan
Penilaian Prestasi Kerja) yang berhasil direalisasikan sejumlah

100% sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100%.

2. Persentase Capaian Output Belanja

Indikator ini bertujuan mengukur kinerja Pengadilan Agama
Prabumulih dalam mencapai target output belanja dalam DIPA.
Cara pengukuran indikator ini adalah dengan membandingkan
jumlah output DIPA 01 dan DIPA 04 yang berhasil dicapai dengan
jumlah target output DIPA 01 dan DIPA 04. Rumus tersebut

digambarkan sebagai berikut:
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Jumlah output DIPA 01 dan DIPA 04 yang berhasil dicapai

x 1009
Jumlah target output DIPA 01 dan DIPA 04 ’

Keseluruhan output DIPA 01 dan 04 yang berjumlah 27
berhasil dicapai di tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 : Daftar Capaian Output DIPA Tahun 2020

I

DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

1. | 1066.994 1 Layanan 1 Layanan
Layanan Perkantoran

2. | 1071.951 1 Layanan 1 Layanan
Layanan Internal
(Overhead)

II | DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)

3. | 1053.003 4 Perkara 4 Perkara

Perkara dilingkungan
peradilan agama yang
diselesaikan melalui
pembebasan biaya
perkara

Jumlah 6 6

Berdasarkan formulasi dan data di atas, dapat dihitung
Persentase pencapaian output belanja DIPA Pengadilan Agama

Prabumulih sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 37 : Capaian Kinerja Capaian Output Belanja

100% 98,91% 98,91%

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa dari
target 100% pencapaian output belanja DIPA Pengadilan Agama
Prabumulih, yang berhasil direalisasikan sejumlah 98,91%

sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 98,91%.
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3. Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan
Peradilan Yang Mendukung
Indikator ini bertujuan mengukur kinerja Pengadilan Agama
Prabumulih dalam memenuhi kebutuhan standar sarana dan
prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima. Cara
pengukuran indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah
belanja modal di dalam DIPA dengan jumlah usulan belanja modal.

Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut:

Jumliah belanja modal di DIFPA
Jumlah usulan belanja modal

x 100%

Realisasi belanja modal pada tahun 2020 dapat dilihat
dalam table berikut :

Tabel 38 : Realisasi Belanja Modal Tahun 2020
| outpur [ Tarese | Realisasi ) Ketranan |
I | DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

1. | 1071.951 Layanan
Sarana dan
Prasarana Internal
- Pengadaan S Unit S Unit
Perangkat Pengolah
Data dan
Komunikasi

- Pengadaan
Peralatan Fasilitas
Perkantoran

Jumlah S Unit S Unit

Berdasarkan formulasi dan data di atas, dapat dihitung
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan
peradilan yang mendukung pelayanan prima pada Pengadilan

Agama Prabumulih sebagaimana dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 39 : Capaian Kinerja Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan

Peradilan Yang Mendukung Pelayanan Prima

12
90% 13 x 100% = 100% 111,11%

B. Realisasi Anggaran
1. Realisasi Anggaran DIPA

Alokasi anggaran Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020
berjumlah Rp 3.128.767.000,00. Jumlah itu terbagi atas DIPA Badan
Urusan Administrasi (DIPA 01) Rp2.879.485.000,00 dan DIPA
Direktorat Jenderal Badan  Peradilan Agama  (DIPA 04)
Rp1.500.000,00.

DIPA 01 terbagi atas dua program yaitu Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan alokasi
anggaran Rp3.064.767.000,00 dan Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan alokasi anggaran
Rp62.500.000,00. Sedangkan DIPA 04 hanya satu program yaitu
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan alokasi
anggaran Rp1.500.000,00. Masing-masing program tersebut memiliki
satu kegiatan. Perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi

di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 40 : Realisasi Anggaran Tahun 2020

1 Dukungan Manajemen dan | Pembinaan
Pelaksanaan Tugas Teknis | Administrasi
Lainnya dan
Pengelolaan 3.064.767.000 | 3.030.719.969 | 98,88
Keuangan
Badan Urusan
Administrasi
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Peningkatan Sarana dan Pengadaan

Prasarana Aparatur Sarana dan

Mahkamah Agung Prasarana di 62.500.000 |  62.500.000 | 100
Lingkungan
Mahkamah
Agung

Peningkatan Manajemen Peningkatan

Peradilan Agama Manajemen 1.500.000 1.444.000 | 96,27
Peradilan
Agama

Dari tabel di atas persentase realisasi anggaran tertinggi
adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
capaian 100%. Sementara yang terendah adalah Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Agama dengan capaian 96,27%.

2. Realisasi Anggaran Biaya Penyelesaian Perkara

Selain alokasi anggaran APBN, pelaksanaan program dan
kegiatan di Pengadilan Agama Prabumulih juga dibiayai oleh Biaya
Penyelesaian Perkara. Biaya Penyelesaian Perkara adalah biaya yang
dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara
tata usaha negara, dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada
pihak atau para pihak berperkara. Besarnya biaya perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama adalah sesuai radius para pencari
keadilan berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Prabumulih
tentang Panjar Biaya Perkara Gugatan/Permohonan, Pemeriksaan
Setempat, Biaya Sita dan Biaya Eksekusi dan Biaya
Pemanggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Agama Prabumulih
Kelas II.

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Prabumulih menerima
biaya perkara sebesar Rp 432.496.000,00. Berikut tabel rincian biaya
perkara Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020:
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Tabel 41 : Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Perkara Tahun 2020

LAPORAN KEUANGAN PERKARA LIPAT
PERIODE 01,01,2020 §/D 31/12/2020
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Hao Urolan Pererimoan [Rpd Pangeiuaran (Rp)
2 4 4
3 Blzya Pemb a 4 38 0
oy Erocks Ta 0
3 [oalglel =
Soide Akn 4,722 [CC
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A. Kesimpulan
1. Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020

adalah 98,64%. Dari 17 indikator kinerja, terdapat 13 indikator yang

berhasil dicapai, 2 indikator yang gagal dicapai, dan 2 Indikator yang

tidak dapat diukur yaitu:

a. Indikator yang berhasil dicapai:

1)

2)

3)

4)

o)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

Persentase sisa perkara yang diselesaikan dengan capaian
100%;

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan
capaian 100%;

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
(banding, kasasi, PK) dengan capaian 99%;

Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu
dengan capaian 100%;

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan
capaian 100%;

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan capaian
100%;

Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi
dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan
capaian 100%;

Persentase laporan pengawasan internal dan eksternal yang
ditindaklanjuti dengan capaian 100%;

Persentase Pegawai yang lulus pendidikan dan latihan dengan
capaian 100%;

Persentase capaian SKP pegawai dengan capaian 100%;
Persentase capaian output belanja dengan capaian 98,91%;
dan

Persentase terpenuhnya sarana dan prasarana pelayanan

peradilan mendukung pelayanan prima dengan capaian 100%;
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13) Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus

dengan capaian 100%.

b. Indikator yang gagal dicapai:
1) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan dengan capaian 84%; dan
2) Persentase Perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum

dengan capaian 95,61%;

c. Indikator yang tidak dapat diukur:
1) Persentase pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti
dengan capaian n/a.
2) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di

eksekusi) dengan capaian n/a.

2. Total capaian realisasi anggaran DIPA Pengadilan Agama Prabumulih

Tahun 2020 mencapai 98,64 %.

Strategi yang akan ditempuh Pengadilan Agama Prabumulih dalam
rangka peningkatan kinerja dimasa mendatang adalah:

1. melakukan reviu IKU dan Renstra secara berkala; dan

2. melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja secara

berjenjang setiap bulan.
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PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS I

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
NOMOR : W6-A12/54/KP.04.5/1/2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Menimbang . a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan SAKIP Pengadilan Agama
Prabumulih Kelas Il tahun 2020, perlu dibentuk Tim Penyusunan SAKIP Tahun 2020;

b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang
cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua
kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Pedoman Penyusunan Pelaporannya;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

4. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TENTANG TIM PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2020;

Mencabut Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2019 Nomor: W6-
KESATU L A12/045/KP.04.5/2020 Tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2019.
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KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Penyusunan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.

KETIGA : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih Kelas Il Tahun 2020.

KEEMPAT . Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai
seluruh kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini.

KELIMA . Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRABUMULIH
Padafaiiggal  : 04 JANUARI 2021

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan
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Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih
Nomor : W6-A12/54/KP.04.5/1/2021
Tanggal - 4 Januari 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Yunizar Hidayati, SHI (Wakil Ketua )

Ketua : Muhammad Firdaus, S.Kom (Seketaris).
Sekretaris : Nahwa, S.H (Panitera)

Anggota : 1. Septi Emilia, S.H.I (Panitera Muda Hukum )

2. Almuallif, S.Ag (Panitera Muda Permohonan )

3. Hafisi, S.H (Panitera Muda Gugatan )

4. Maryanto, S.Kom (Kasubag Umum dan Keuangan)

5. Dodi Ramadhanus, S.T. (Kasubag Kepegawaian dan Ortala)

6. Maharani, S.Kom., M.Si (Kasubag Perencanaan, Tl dan Pelaporan)
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